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PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN RECANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

: a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak

sesuai dengan Asumsui Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 dan dalam rangka
melaksanakan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2008 tcntang Tahapan
Tatacara penyusunan, Pengendaln \
Pelaksanaan Rencand Pcmbangjunan Daerah maka
Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2015
tentan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pagar
Alam Tahun 2016 perlu ditinjau kembali;

. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas,

maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Pagar Alam
tentang Perubahan Atas Peraturan Walilkola Pagar Alam
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar Alam Tahun
2016.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI
Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Neooon
Nomor 41195) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657);



3.

N

10.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun
2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahurn 2004 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355\

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4499);

Undang Undang Namor 25 Tahin 2004 tentane Sictem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dacrah {l.embaran Negara Republik
Indonesia Taliuil 2004 iNULIIUE 120, Ldlilidaliadll LCiiiodd ail

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) scbagaimana
telah diubah beberapa kali. terakhir  dengan Undang
undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
Idllul‘i ._:/\J(}\I L\.Hluub ;:\/‘Ah\.\)A;J\u.. i Lyt bsean biad
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4578);

MoCetas N

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65
Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelavanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi  Pemerintah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614):



11.

12:

13.

14.

15.

16,

17.

Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor - R
Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan REncana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 3,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun
2008 tentang Pcmbentukan Organisasi dan Tatakerja
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah
Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri D)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tatakerja Sckretariat Dacrah Kota Pagar
Alam (Lembaran Daerah kota Pagar Alam Tahun 2014
Nomor 3 Seri D).

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja
Lembaga Teknis Daecrah Kota Pagar Alam (Lembaran
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 Seri D)
sebagaimana telah diubah bheherapakali terakhir denean
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota
Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Pagar Alam (Lembaran Daecrah Kota Pagar Alam Tahun
2014 Nomor 3 Seri D).

Peraturan Dacrah hota Pagar Alain Nowiwor v+ laliull
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja
Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah
Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 Seri D)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota
Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Pagar Alam (Lembaran Daecrah Kota Pagar Alam Tahun
2013 Nomor 1 Seri D).



Menetapkan

18. Peraturan walikota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2015
tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Pagar Alam Tahun 2016 (Berita Daerah Kota
Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 10 Seri E).

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TETANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 10
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 (Berita Daerah Kota
Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 10 Seri E) diubah sebagai
berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3. disisipkan 1 (Satu) Pasal
yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pagar
Alam disusun dengan sistematika scbagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB [I EVALUASI HASIL RKPD KOTA PAGAR
ALAM TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN KEDUA

BAB Il RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016

BAB IV PLNUIUD

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 3A schingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Hal-hal yan tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini
masih tetap berlaku dalam Peraturan Walikota Pagar
Alam Nomor 10 Tahun 20150



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan
dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 24 Juni 2016
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 25 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 20 SERI E



